BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Nagari Kapa yaitu faktor
umur, faktor biaya, faktor administrasi, faktor kawin lari dan faktor
poligami.

Akibat yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa yaitu
perkawinan tidak sah menurut negara, status anak tetap mempunyai
hubungan dengan ayahnya tetapi tidak secara administrasi. Dan dampak
yang paling banyak di rasakan oleh pasangan yang tidak melakukan
pencatatan perkawinan adalah sulitnya mengurus dokumen resmi seperti
kartu keluarga, paspor, pencatatan kelahiran dan juga berdampak pada akses
pendidikan. Kemudian mencari penginapan atau kontrakan rumah dengan
suami dan istri keluar kota maka akan kesulitan untuk mencarinya karena
tidak memiliki buku nikah, yang mana jadi persyaratan bagi yang
berpasangan jika menginap atau tinggal serumah. Selanjutnya sulit mencari
pekerjaan karena tidak memiiki kartu keluarga.

Cara mengatasi perkawinan tidak tercatat di Nagari Kapa adalah pemerintah
setempat seperti KUA berupaya untuk hal, seperti melakukan sosialisasi dan
edukasi hukum kepada masyarakat melalui acara yang diadakan masyarakat
atau majlis talim tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Koordiansi
dengan pemerintah sekitar, serta melakukan penyuluhan bimbingan tentang

pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, penguatan hukum dan
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B. Saran

kebijakan yang lebih ketat dapat mencegah praktik perkawinan tidak
tercatat. Melibatkan tokoh agama dan adat dalam mendorong pasangan
untuk mencatatkan perkawinan serta mendorong penggunaan itsbat nikah
(pengesahan nikah di pengadilan) bagi pasangan yang sudah menikah tetapi

belum memiliki dokumen resmi.

Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama merupakan

peristiwa yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang beragama Islam di

Indonesia khususnya di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pencatatan

perkawinan. Oleh karena itu, penulis menyarankan sebagai berikut:

1.

4.

Kepada pihak Kantor Urusan Agama dan pemerintah lebih meningkatkan
edukasi dan sosialisasi terkait Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan.

Kepada pelaku perkawinan tidak tercatat agar melakkukan Isbat Nikah dan

perkawinan ulang.

. Kepada masyarakat, tokoh adat, niniak mamak agar membantu dan

merekomendasikan keluarganya atau orang- orang disekitar untuk
melaksanakan perkawinan yang sesuai prosedur dan memberikan saran
akan pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Kepada masyarakat Nagari Kapa agar melaksanakan perkawinanya tercatat.
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